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o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Standar Harga Satuan;

. Gambaran Umum

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun
menyebabkan terjadinya perluasan pemukiman dan lahan garapan,
kondisi ini mengakibatkan hutan yang ada mengalami degradasi fungsi
hutan dan struktur ekosistemnya oleh aktifitas manusia yang sering_
berseberangan dengan kepentingan pengelolaan hutan secara lestari
seperti lllegal Logging, lllegal Cutting, llegal hunting, Konversi untuk
kebutuhan non kehutanan, perambahan dan perusakan hutan yang
dilakukan dalam kawasan hutan.

Mempedomani peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang
perlindungan hutan bahwa hutan disamping menjadi kewenangan
pemerintah dan atau pemerintah daerah juga merupakan tanggung jawab
bersama masyarakat melalui pembentukan lembaga masyarakat yang
peduli dengan penyelamatan hutan.

Di Sumatera Barat bahwa pemerintah nagari sebagai bentuk Pemerintah
terendah memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang diberdayakan
dan dioptimalkan utama dalam rangka menjaga, melindungi dan
mengamankan hutan dan kawasan hutan melalui pembentukan Lembaga
Masyarakat Perlindungan Hutan berbasis Nagari (LMPHBN)

Dari tahun 2006 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat telah
melaksanakan Konsep LMPHBN pada beberapa Kabupaten/kota dalam
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, konsep LMPHBN tersebut
adalah sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong semua pihak
dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dengan basis
pemberdayayaan Masyarakat.

Untuk memberikan payung hukum terhadap keberadaan masyarakat yang
berperan serta dalam perlindungan hutan pada tahun 2015 telah disetujui
dan di syahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat Perda Nomor 11
Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
Pada tahun 2018 telah dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui APBD DPA-SKPD
Tahun 2023 dengan Sub Kegiatan Pencegahan dan pembatasan
Kerusakan Hutan pada Program Pelaksanaan Perlindungan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi mengalokasikan anggaran yang
secara umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan dan
konservasi SDA sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh KPHL/P dan
juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LMPHBN yang telah
terbentuk pada masing-masing KPHL/P

Guna membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis
serta tertib administrasi kegiatan tersebut, maka perlu disusun dalam
panduan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada sub kegiatan
pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam hal Peningkatan
Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan konservasi
Sumber Daya Alam.

KAK Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2023
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